KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS| JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
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Diberian kppads |

. MADRASAH IBTIDAIYAH AINUL YAQIN JATIROTO
PRINGTALLAN DESA MALIBOTD LOR
KALBOTO LOR
JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG
JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah YAYASAN AINUL YAGIN JATIROTO

Pengesahan Akte Notans - AHU-00Z1451 AH 01 04 TAHUN 2015 7 08 NOVEMBER 2015

Dengan Nomor Statstx Madrasan (NSM)
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 373 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AINUL YAQIN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izn
pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
Nomor : B-3208/Kk.13.05.2/PP.00.4/12/2019 w ﬁ' i
DESEMBER 2019; e

dalam huruf a huruf b dan huruf ¢, periu
Keputusan I(epala Kantor Wilayah Kcmenmh'li‘ a

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20¢
Pendidikan Nasional (Lembaran N

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Indonesia Nomor 4301);




0.

Menectapkan

2

Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun m-' e
Pengelolann dan Penyelenggaraan a .
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nmﬁ. hah
Lembaran  Negorn Republik  Indonesia  Nomor

sehagaimann telah diubah  dengan  Peraturan

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Ml_i
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggarann  Pendidikan  (Lembaran Nellll.
Indonesin Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan |
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
tentang  Standar Sarana dan Prasarana U
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah )
Atas/Madrasah Aliyah; 2

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun :

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, seba
diubah dengan Peraturan Menteri Agama
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan M

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyehw
Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Te
tentang Standar Pelayanan Minimal Pend
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diuhah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N d
tentang Perubahan Atas Peraturan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Minimal Pendidikan di Kabupaten{Kom.

Keputusan Direktur Jenderal Penc
Tahun 2014 tentang Petunjuk Te '_ n



KEDUA

KETIGA

. Pemberian izin operasional sebagaimana dim.

-3-

KESATU dapat dicabut apahila madras:
melakukan pelanggaran sesuai densan
perundang-undangan;

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteta

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Apn"l m& it
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